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KATA PENGANTAR 
 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk 

mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia karena hak untuk memperoleh 

Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.  

Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan salah satu produk 

regulasi dari paradigma baru arus informasi yang begitu deras saat ini yang 

mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini 

mensyaratkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) di setiap badan publik di Indonesia.  

Dalam mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Balai 

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang pada tahun 2024 

melakukan pelayanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik 

dan non-elektronik (permohonan). Laporan ini memuat tentang monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2024 di Lingkungan 

BPSPL Padang. 

 

  Padang, 31 Desember 2024 

  Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya 
Pesisir dan Laut Padang 
 
 
 
 
Fajar Kurniawan 
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BAB I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

I.1. Gambaran Umum 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan akses informasi yang 

luas kepada masyarakat. Regulasi ini mendorong badan publik untuk mengatur 

dan memperjelas kebijakan terkait layanan informasi publik secara sistematis. 

Layanan informasi publik yang berkualitas merupakan salah satu elemen 

penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) yang diwujudkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelolaan 

Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024 adalah Kepala 

BPSPL Padang yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan (MKP) Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 

19 Tahun 2023 tentang Struktur Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Dalam 

membantu tugas PPID, Kepala BPSPL Padang mengeluarkan Surat Tugas 

Nomor B.335/BPSPL.1/KP.440/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk penugasan 

Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP) di lingkungan BPSPL Padang. 

Selain Peraturan MKP Nomor 36 Tahun 2019, Surat Penugasan PPID 

BPSPL Padang didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi 

Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  
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Keempat regulasi yang disebutkan di atas merupakan payung hukum bagi 

PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik (KIP) di BPSPL 

Padang dan secara luas mendorong perwujudan tujuan UU KIP sebagaimana 

diatur dalam Pasal 3 UU KIP.  

Pada tataran implementasi, PPID BPSPL Padang berusaha meningkatkan 

layanan informasi publik yang berada pada penguasaan secara cepat dan tepat 

waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Kemudian, pada 25 

September 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Keputusan 

Nomor 71 tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik. Maka 

dari itu, terdapat perubahan payung hukum dalam pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik di BPSPL Padang pada tahun 2024. 

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik 

secara cepat, efisien, dan efektif. PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem 

layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-

elektronik berupa pengembangan website pada laman 

https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang serta media sosial instagram 

(@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan 

tiktok (@bpspl.padang). Melalui sarana tersebut diharapkan memudahkan 

masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL 

Padang setiap saat. 

Sarana tersebut juga memudahkan publik mengakses informasi yang 

dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak 

memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana dimaksud, maka dapat 

mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, 

mengajukan surat secara langsung (datang ke Kantor BPSPL Padang). Kedua, 

dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di website BPSPL 

Padang (menu PPID) atau laman ppid.kkp.go.id. 

 

https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang
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Sebagai bentuk pemantauan atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID 

BPSPL Padang, maka PPID BPSPL Padang menyusun Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan KIP. Dengan adanya laporan ini, diharapkan menjadi 

bahan evaluasi pelaksanaan KIP oleh PPID BPSPL Padang dalam memberikan 

layanan informasi publik kepada masyarakat. 

I.2. Kebijakan Layanan Informasi Publik 

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon 

Informasi Publik, PPID BPSPL Padang berpedoman pada UU KIP, PP Nomor 61 

Tahun 2010, dan Peraturan MKP 42 Tahun 2023. Regulasi tersebut telah 

mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui 

mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 

Pasal 22 UU KIP. 

Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP bahwa mekanisme memperoleh 

informasi adalah sebagai berikut: 

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik 

kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis; 

2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib 

memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya 

permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan 

memberikan alasan tertulis; 

3. setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling 

lambat 30 hari kerja; 

4. dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan 

secara tertulis, Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan Pemohon Informasi Publik. 
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Dalam penyelenggaraanny layan informasi publik, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 

Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Panduan dimaksud 

diharapkan menjadi pedoman untuk layanan informasi publik secara transparan, 

optimal, efektif, efisien dan akuntabel. Adaun arah kebijakan Layanan Informasi 

Publik Kementerian Tahun 2024 meliputi:  

1. peningkatan infrastruktur dan sistem Informasi; optimalisasi penggunaan 

teknologi Informasi dan komunikasi;  

2. integrasi pengelolaan data dan Informasi;  

3. internalisasi kebijakan pengelolaan Informasi Publik;  

4. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola 

Informasi Publik; dan  

5. penyediaan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik. 

Dalam upaya memastikan bahwa Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik 

ini dijalankan secara efektif, dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh PPID 

Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.  

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID BPSPL Padang untuk mentaati dan 

melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan semua 

konsekuensi. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus 

diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Prinsip 

tersebut menjadi tantangan bagi PPID BPSPL Padang untuk memberikan 

layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.  

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi 

secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID BPSPL 

Padang memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik 

sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai 

dengan kebutuhannya. 
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I.3. Struktur PPID BPSPL Padang 

Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Direktur Jenderal 

Pengelolaan Ruang Laut, sedangkan PPID dijabat oleh Kepala BPSPL Padang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 – Kelembagaan PPD BPSPL Padang 

Dalam struktur PPID BPSPL Padang, PPID memiliki sekretariat yaitu Sub 

Bagian Umum BPSPL Padang. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID dibantu oleh 

anggota yang terdiri atas 6 (enam) bidang yaitu:  

1. Anggota Bidang Penyusun Daftar Informasi Publik (DIP); 

2. Anggota Bidang Data dan Informasi Dukungan Manajemen 

3. Anggota Bidang Data dan Informasi Perlindungan dan Pelestarian 

4. Anggota Bidang Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat 

5. Anggota Bidang Data dan Informasi Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut 

6. Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik 
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I.4. Tugas dan Wewenang PPID BPSPL Padang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT mempunyai tugas dan 

wewenang sebagai berikut: 

1. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan 

atasan PPID Pelaksana; 

2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik 

dengan dukungan anggaran yang memadai;  

3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan 

kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi 

Publik;  

4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan 

tugas PPID Pelaksana;  

5. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;  

6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;  

7. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi 

Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP; 

8. mengoordinasikan;  

a. pengumpulan seluruh Informasi Publik;  

b. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan 

efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 

c. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar 

berjalan dengan baik 

9. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan 

kewenangannya; 

10. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk 

dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; 

11. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap 

Informasi yang dikecualikan; 
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12. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I 

13. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi 

Publik; 

14. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah 

diakses oleh publik; 

15. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi 

Publik; 

16. memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian; 

17. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan 

Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;  

18. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis 

Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada 

PPID UPT dan PPID LPMUKP; 

19. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;  

20. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal 

Permintaan Informasi Publik ditolak; 

21. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang 

Dikecualikan dan memberikan alasannya; 

22. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi 

Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan 

23. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik. 
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 BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

II. 1. Gambaran Umum 

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap 

orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk 

jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 

61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP Nomor 61 Tahun 

2010), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Nomor 42 Tahun 

23 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatur secara teknis mekanisme 

memperoleh informasi publik. 

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan 

hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (rechstaat). Hal ini bertujuan 

agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, 

begitu juga dengan badan publik sebagai penyedia informasi publik untuk 

mengelola informasi publik yang dikuasai dapat terdokumentasi dengan baik 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik 

berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana 

elektronik dan non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan 

melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. 

PPID BPSPL Padang memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui 

sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan 

website https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang dan media sosial instagram 

(@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X (@bpsplpadang), dan 

tiktok (@bpspl.padang). Melalui sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat 

mengetahui informasi yang berada pada penguasaan PPID BPSPL Padang dan 

dapat mengaksesnya setiap saat. 

https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang
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Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan memohon 

informasi publik sesuai kebutuhan dengan berlandaskan UU KIP. BPSPL 

Padang sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP 

diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi 

publik yang berada pada penguasaannya. Adanya kewajiban tersebut, BPSPL 

Padang berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan tujuan agar 

publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan 

sederhana. 

Daftar Informasi Publik di lingkup BPSPL Padang mengacu pada Daftar 

Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I atau 

PPID Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Daftar 

Informasi Publik ini disusun berdasarkan Keputusan PPID KKP Nomor 36/PPID 

KKP/VIII/2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan, Keputusan 

PPID KKP Nomor 5/PPID-KKP/II/2021 tentang Daftar Informasi Publik 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Nota Dinas Sesditjen PRL Nomor 

1904/DJPRL.1/HM.470/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 perihal Penyampaian 

Daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan 

Ditjen PKRL Tahun 2024. 
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Gambar 2 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang 

 

II. 2. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik 

Bentuk layanan informasi publik oleh BPSPL Padang dilakukan melalui 2 

(dua) cara yaitu Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan 

non-elektronik serta Layanan Informasi Publik melalui Permohonan.  

II. 2.1. Layanan Informasi Publik melalui Media Informasi Elektronik dan 
non-elektronik 

1. Publikasi Informasi Publik melalui website BPSPL Padang 

Sejak Agustus 2022, BPSPL Padang telah menyusun menu PPID di website 

BPSPL Padang dan telah diperbaharui pada tahun 2023 berdasarkan masukan 

dan saran pada penilaian KIP. Menu PPID ini berisi 4 kategori informasi yaitu 

informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang tersedia secara berkala, 

informasi yang tersedia secara serta merta, dan jenis informasi yang 

dikecualikan. 



 

LAPORAN MONEV KIP TAHUN 2024 - 11 

 

 

Gambar 3 - Menu PPID pada Website BPSPL Padang 

Namun, sejak tanggal 30 Maret 2024, website BPSPL Padang dan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang proses migrasi ke laman baru. 

 

Gambar 4 – Website KKP tidak bisa diakses 

Pada 9 April 2024, terdapat Surat Sekretaris Jenderal KKP Nomor 

B.380/SJ/TU.210/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Implementasi Website 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di mana menyebutkan website KKP terdiri 

dari landing page KKP dan unit kerja Eselon I.  
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Gambar 5 – Surat Pemberitahuan Implementasi Website KKP 

 

Lalu, pada 16 April 2024, dilakukan koordinasi dengan Pusdatin KKP yang 

merupakan pengampu website KKP dan Humas Eselon I, DJPKRL. Dari 

koordinasi tersebut, diketahui ada perubahan kebijakan terhadap publikasi 

website unit kerja di mana Unit Pelaksana Teknis tidak lagi memiliki website. 

Arahan tersebut disampaikan oleh Pimpinan tertinggi. Kebijakan tersebut 

tentunya berdampak pada publikasi media website BPSPL Padang dan layanan 

informasi publik.   

 

Gambar 6 – Dokumentasi koordinasi dengan Pusdatin KKP 
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Dalam hal ini, BPSPL Padang telah menyampaikan kendala yang kami 

hadapi dalam publikasi dan bagaimana dengan bank data yang telah dibangun 

di website lama. Kemudian, pada 8 Juni 2024, melalui Humas DJPKRL 

diteruskan informasi website lama bisa diakses pada laman 

https://arsipweb.kkp.go.id/djprl/bpsplpadang. Laman dimaksud bisa diakses, 

tetapi tidak lagi mengakomodir updating informasi. 

 

Gambar 7 – Website berupa arsip 

 

Pada 20 Juni 2024, terdapat rapat diseminasi informasi melalui website 

DJPKRL mengundang seluruh UPT lingkup DJPKRL. Dalam pertemuan, 

dijelaskan bahwa kebijakan publikasi KKP terpusat pada website KKP dan 

eselon I. Hal ini juga untuk penyederhanaan tampilan dan keamanan data. 

Disampaikan juga bahwasanya UPT akan bisa melakukan publikasi di website 

eselon I dengan approval berjenjang untuk pemberitaan. Nantinya akan 

dibuatkan kriteria pemberitaan dimaksud yang mana belum bisa dipastikan 

waktu kapan bisa berjalan. Maka dari itu, layanan informasi melalui publikasi 

website dihentikan sementara untuk waktu yang belum ditentukan. BPSPL 

Padang juga telah menyampaikan perubahan laman website BPSPL Padang 

yang lama kepada publik yang ingin mengakses data sebelum perubahan 

kebijakan publikasi KKP. 

https://arsipweb.kkp.go.id/djprl/bpsplpadang
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Gambar 8 – Pemberitahuan perubahan alamat website 

 

2. Publikasi Informasi Publik melalui Media Sosial BPSPL Padang  

Dengan adanya kebijakan website KKP hanya sampai Eselon I, BPSPL 

Padang mencoba memaksimalkan publikasi melalui media sosial pada platform 

instagram (@bpspl.padang), Facebook Page (BPSPL Padang), X 

(@bpsplpadang), dan tiktok (@bpspl.padang). Melalui sarana tersebut dapat 

memudahkan masyarakat mengetahui informasi yang berada pada penguasaan 

PPID BPSPL Padang dan dapat diakses setiap saat. Sarana tersebut 

mengakses informasi yang dikuasai BPSPL Padang sesuai kebutuhan 

masyarakat. 
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Gambar 9 - Platform Instagram 

 
Gambar 10 - Platform facebook 

 
Gambar 11 - Platform X 
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Gambar 12 - Platform Tiktok 

 

3. Publikasi Informasi Publik melalui laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL 

Padang 

Untuk penyampaian informasi yang utuh dan satu pintu, BPSPL Padang 

memaksimalkan laman terintegrasi Rumah Gadang BPSPL Padang yang dapat 

diakses di https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang. Rumah Gadang BPSPL 

Padang berangkat dari semangat Rumah Besar untuk Pengguna Layanan 

BPSPL Padang. Laman ini memuat beragam informasi yang terdiri dari 9 bilik 

layaknya Rumah Adat Minang. Laman Rumah Gadang tersebut dikembangkan 

sejak tahun 2023 dan terus diperbaharui untuk memperkaya informasi yang 

disampaikan. Tidak hanya memuat kebutuhan pengguna layanan BPSPL 

Padang, Rumah Gadang juga mengakomodir kebutuhan internal seperti 

informasi kinerja dan keuangan. 

https://bit.ly/RumahGadangBPSPLPadang
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Gambar 13 – Laman Rumah Gadang BPSPL Padang 

Informasi terkait laman Rumah Gadang juga telah disematkan pada linktr.ee 

pada setiap profil platform pada media sosial yang BPSPL Padang Kelola.  

 

Gambar 14 – Penyematan tautan Rumah Gadang BPSPL Padang pada tautan di Media Sosial 

 

4. Publikasi melalui Media Cetak/Digital 

Selain melalui publikasi online, BPSPL Padang juga menyampaikan 

informasi melalui media cetak/digital.  

  

Gambar 15 – Publikasi menggunakan Media Cetak/Digital 
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II. 2.2. Layanan Informasi Publik melalui Permohonan 

Jika publik tidak memperoleh informasi melalui Media Informasi Elektronik 

dan non-elektronik BPSPL Padang, publik bisa mengajukan permohonan 

informasi kepada BPSPL Padang melalui salah satu saluran di bawah ini: 

1. Website PPID KKP 

a. Mengisi formulir permohonan pada link http://ppid.kkp.go.id dengan 

terlebih dahulu registrasi http://ppid.kkp.go.id/frontend/registrasi/main. 

b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan 

waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan. 

c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam 

penguasaan KKP akan ditolak. 

 

Gambar 16 – Website PPID KKP 

2. Formulir Permohonan Informasi BPSPL Padang 

a. Mengisi formulir pada link bit.ly/45K7Umf. 

b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan 

waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan. 

c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam 

penguasaan BPSPL Padang akan ditolak. 



 

LAPORAN MONEV KIP TAHUN 2024 - 20 

 

 

Gambar 17 – Formulir Permintaan Informasi  

 

3. Datang Langsung/Bersurat 

a. Mengisi Form Permohonan yang disediakan Petugas Pelayanan dengan 

melampirkan Identitas/Surat Permohonan. 

b. Bila informasi tersedia, akan diproses maksimal 10 hari dan perpanjangan 

waktu selama 7 hari kerja bila diperlukan.  

c. Bila termasuk informasi dikecualikan atau informasi yang tidak dalam 

penguasaan BPSPL Padang akan ditolak. 

 

Gambar 18 – Layanan Informasi secara langsung 
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II. 2.3. Publikasi Informasi Publik 

Informasi publik yang telah dipublikasikan hingga Desember 2024 secara 

umum tergambar ringkas pada penjelasan berikut: 

a. Informasi yang Tersedia Secara Berkala 

Daftar informasi yang disediakan secara berkala telah dipublikasi pada 

website/Media Sosial BPSPL Padang seperti telihat pada screenshot berikut. 

 

Gambar 19 – Publikasi di website BPSPL Padang 

 

Gambar 20 – Publikasi di Media Sosial BPSPL Padang 
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Gambar 21 – Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang 

 

b. Informasi yang Tersedia Setiap Saat 

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada 

website/Media Sosial BPSPL Padang seperti telihat pada screenshot berikut. 

 

Gambar 22 - Publikasi di website BPSPL Padang 

  

Gambar 23 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang 
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Gambar 24 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang 

 

c. Informasi yang Tersedia Secara Serta Merta 

Daftar informasi yang tersedia setiap saat telah dipublikasi pada 

website/Media Sosial BPSPL Padang seperti telihat pada screenshot berikut. 

 

Gambar 25 - Publikasi di website BPSPL Padang 

 

Gambar 26 - Publikasi di Digital dan Media Sosial BPSPL Padang 
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Gambar 27 - Publikasi di Laman Rumah Gadang BPSPL Padang 

II. 2.4. Informasi Publik melalui Permohonan  

Dalam kurun waktu Januari – Desember 2024, BPSPL Padang menerima 1 

(satu) permohonan informasi publik dan berhasil dipenuhi dengan baik. 

Tabel 1 - Matrik Permohonan Data Tahun 2024  

No Bulan 
Jumlah 

Pemohon 

Permintaan Data 
Alasan 
Ditolak 

Waktu 
Penyelesaian 

(hari) 

Bentuk Informasi 

Jumlah 
Data 

Diterima Ditolak Cetak Rekam Online 

1 Jan - - - - - - - - - 

2 Feb - - - - - - - - - 

3 Mar 3 3 Ya - - 5 hari - - Ya 

4 Apr - - - - - - - - - 

5 Mei - - - - - - - - - 

6 Jui - - - - - - - - - 

7 Jul - - - - - - - - - 

8 Agus - - - - - - - - - 

9 Sep 1 1 Ya - - 6 hari - - Ya 

10 Okt 1 1 Ya - - 2 hari - - Ya 

11 Nov 1 1 Ya - - 7 hari - - Ya 

12 Des - - - - - - - - - 

Permohonan informasi publik pada bulan Maret berasal dari Badan Riset dan 

Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Raja Ali Haji (UMRAH), dan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan. Sementara itu untuk bulan September 

berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Selatan untuk Data 

terkait Pulau Maspari yang akan digunakan sebagai bahan acuan pembuatan 

dokumen awal Penetapan Kawasan Konservasi Peraiaran Pulau Maspari. Lalu, 

pada bulan Oktober, permohonan datang dari Stasiun PSDKP Belawan untuk 

Data Pelaku Usaha Arwana di Provinsi Riau guna pelaksanaan kegiatan 
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pengawasan. Kemudian, pada bulan November ada Kanwil Kekayaan Negara 

Riau yang mengajukan permohonan untuk Informasi Kebutuhan dan/atau 

Rencana Kebutuhan Penilaian Sumber Daya Alam Hayati guna penyusunan 

neraca sumber daya. Berikut Daftar Register Permintaan Informasi Publik 

BPSPL Padang Tahun 2024. 

  

Gambar 28 – Dokumentasi Register Permintaan Informais Publik 

 

II. 3. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 

a. Eksternal 

Pada periode tahun berjalan, tidak ditemui adanya kendala dalam 

pelaksanaan pelayanan informasi publik dari luar Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

b. Internal 

Pada periode tahun berjalan, terdapat perubahan kebijakan publikasi KKP 

di mana website Unit Pelaksana Teknis tidak lagi ada dan semua publikasi 

website terpusat di masing-masing eselon I. Hal ini berdampak pada 

publikasi sekaligus bank data BPSPL Padang yang terbuka untuk publik. 

Namun, kendala ini direspon dengan baik melalui pembaharuan fitur laman 

Rumah Gadang BPSPL Padang yang memuat kebutuhan data pengguna 

jasa layanan BPSPL Padang. Sebagian informasi pada website BPSPL 

Padang telah dimigrasi ke laman dimaksud.  

Selain itu, pada pertengahan tahun 2024, salah satu petugas data dan 

informasi mengikuti tugas belajar kedinasan. Maka dari itu, pada triwulan III 

tahun 2024 dilakukan penyesuaian petugas sebagai berikut: 



 

LAPORAN MONEV KIP TAHUN 2024 - 26 

 

  

Gambar 29 – Kelembagaan PPID BPSPL Padang  

 

II. 4. Penyelesaian Sengketa 

Sampai saat ini belum ada sengketa pelayanan informasi publik, sehingga 

proses penyelesaian sengketa belum ada hingga bulan Desember 2024. Sejauh 

ini, belum terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa pelayanan informasi 

publik, sehingga secara umum pelayanan informasi publik BPSPL Padang tahun 

2024 cukup baik. 
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II. 5. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya 

Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi KIP tahun 2023 terdapat tiga saran 

yaitu:  

1. perlu dilakukan pembaharuan (update) terhadap kelembagaan PPID BPSPL 

Padang yang mengacu pada tim kerja terbarukan dan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan 

Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian Kelautan dan 

Perikanan.  

Pada rekomendasi pertama telah ditindaklanjuti dengan pembaruan terhadap 

kelembagaan PPID BPSPL Padang melalui Surat Tugas Kepala BPSPL 

Padang Nomor B.335/BPSPL.1/KP.440/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 untuk 

penugasan Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Balai 

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang. 
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Gambar 30 – Surat Tugas Petugas Pelayanan Informasi Publik 

 

2. Pembaharuan (update) terhadap Daftar Informasi Publik juga perlu dilakukan 

pasca terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan 

kementerian Kelautan dan Perikanan dan perkembangan kebutuhan 

organisasi. 

Rekomendasi kedua telah ditindaklanjuti dengan pembaharuan (update) 

terhadap daftar informasi publik di lingkungan BPSPL Padang melalui Surat 

Keterangan PPID BPSPL Padang Nomor 01/BPSPL.1/PPID/DIP/2024 pada 

tanggal 29 Januari 2024.  
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Gambar 31 – Daftar Informasi Publik BPSPL Padang 
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3. Terhadap kendala pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dihadapi, 

disarankan untuk berkoordinasi/bertanya kepada PPID Pusat agar semua 

permohonan data bisa terakomodir dengan baik. 

Pada rekomendasi  ketiga dimaksud, telah dilakukan koordinasi langsung 

pada pertemuan forum PPID dan Kehumasan pada awal tahun 2024 dan 

melalui media Whatsapp dengan PPID Pusat sebagaimana terlampir:  

 

Gambar 32 – Dokumentasi koordinasi dengan PPID Pusat 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka saran atau rekomendasi dari Laporan 

Moitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 telah berhasil 

ditindaklanjuti. 
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 BAB III. PENUTUP 

 

III. 1. Kesimpulan 

Secara umum pelaksanaan keterbukaan dan pelayanan informasi publik di 

BPSPL Padang sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan publikasi atau 

penyampaian informasi-informasi secara rutin dan berkala yang dilakukan 

BPSPL Padang pada website/laman maupun media sosial.  

Meskipun demikian, untuk tetap menjamin pelaksanaan pelayanan informasi 

publik lebih cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan beberapa 

informasi yang tersedia pada laman/media sosial di BPSPL Padang 

III. 2. Rekomendasi 

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan informasi publik lebih 

cepat, efisien, dan efektif, perlu dilakukan pembaharuan (update) terhadap 

Daftar Informasi Publik juga perlu dilakukan pasca kebijakan publikasi KKP. 

Keterbatasan informasi yang bisa ditayangkan pada website eselon I akan 

berdampak besar pada daftar informasi yang selama ini telah BPSPL Padang 

upayakan terbarukan (update) di website BPSPL Padang.  

Selain itu, terdapat permohonan data dan informasi yang belum masuk 

dalam Register Permintaan Informasi Publik Tahun 2024 dan Laporan 

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2024. 

Berkaitan dengan hal tersebut, agar petugas yang melakukan penyusunan 

laporan menghimpun dengan baik informasi yang telah dikeluarkan oleh BPSPL 

Padang secara lengkap. Permohonan Data dan Informasi agar melalui Petugas 

Pelayanan Informasi Publik yang telah ditunjuk sehingga tidak lagi ditemui 

permohonan yang tidak tercatat.  

 

 


